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PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sesuai tersebut
pada awal perjanjian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai
cukup dan dimiliki oleh masing-masing pihak serta berfungsi sebagai alat bukti yang sah.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
Direktur :

R, S.Pd..M.Kes
983032001

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TASIKMALAYA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIAU

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN DESA SEHAT
TAHUN 2021

NOMOR : HK.03.01/0199-1/2021
NOMOR : HK.03.01/1.2/0433.1/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (25-
01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HJ. ANIRADIATIR, S.Pd, M.KES : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Tasikmalaya, dari dan oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor: KP.03.03/V/572/2019, tanggal 11 Juni
2019, tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang
berkedudukan di JI. Cilolohan No. 35 Kota
Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

2. HUSNAN, S.Kp, MKM :  Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau,
dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas
nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/572/ 2019
Tanggal 11 Juni Tahun 2019 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik
Kesehatan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia yang
berkedudukan di Jalan Melur No. 103 Pekanbaru,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk
menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan
Poltekkes Kemenkes Riau, Nomor: HK.03.01/0198-1/2021 dan nomor:
HK.03.01/1.2/0433.1/2021 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pengembangan Desa Sehat tahun 2021. dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607).

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336).

(3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063).

(4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

(5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193).

(6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

(7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Kerja Sama Perguruan Tinggi.

(8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 264/PMK.05/2016 tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Riau pada Kementerian Kesehatan.

(9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
16260).

(10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
nomor 4733).

(11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539).

(12) Keputusan Mendikbud Nomor: 355/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan
Program Studi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada
Kemendikbud.

(13) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK. 01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama f"i
:
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Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan
Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa Kerja Sama bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan
antara PARA PIHAK;

Bahwa landasan program pengabdian masyarakat yang dilakukan didasarkan pada
falsafah, kurikulum inti dan kerangka kerja program pengabdian masyarakat PARA
PIHAK;

Bahwa untuk kelancaran program pengabdian masyarakat, perlu adanya suatu
program kerja sama antara PARA PIHAK;

Bahwa Kerja Sama ini didasari pada itikad baik dan niat saling membantu pelaksanaan
program masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengabdian Kepada Masyarakat Program
Pengembangan Desa Sehat tahun 2021.
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Pasal 4
HAK PIHAK PERTAMA

Mendapatkan informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK berkaitan dengan pengabdian
masyarakat Tahun 2021;

Menggunakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pengabdian masyarakat sesuai
ketentuan PARA PIHAK.

Bersama PIHAK KEDUA terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat
Mendapatkan laporan pengabdian masyarakat

Pasal 5
KEWAUJIBAN PIHAK PERTAMA

Memberikan bantuan perihal perijinan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengabdian masyarakat sesuai
ketentuan yang berlaku;

Menyampaikan jadwal kegiatan pengambilan data dan intervensi di lapangan;
Memelihara sarana dan prasarana milik PARA PIHAK yang digunakan dalam
pengabdian masyarakat;

Menginformasikan tim pengabmas dari PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua
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Pasal 6
HAK PIHAK KEDUA

(1) Mendapatkan informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK berkaitan dengan pengabdian
masyarakat Tahun 2021;

(2) Bersama PIHAK PERTAMA terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat;

(3) Menggunakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pengabdian masyarakat sesuai
ketentuan PARA PIHAK

(4) Mendapatkan laporan pengabdian masyarakat.

Pasal 7
KEWAUJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Memberikan bantuan perihal perijinan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK

(2) Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengabdian masyarakat sesuai
ketentuan yang berlaku;

(3) Menyampaikan jadwal kegiatan pengambilan data dan intervensi di lapangan;

(4) Memelihara sarana dan prasarana milik PARA PIHAK yang digunakan dalam
pengabdian masyarakat;

(5) Menginformasikan tim pengabmas dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya kegiatan Pengabdian masyarakat Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi
bersumber dari dana BPPSDMKes.

Pasal 9
TATA TERTIB

PARA PIHAK menjaga kode etik pengabdian masyarakat dan menjunjung tinggi kaidah-
kaidah pengabdian masyarakat serta Kerja Sama.

Pasal 10
EVALUASI

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerja Sama ini PARA PIHAK mengadakan
evaluasi sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 11
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal surat
ini ditandatangani PARA PIHAK serta dapat diperpanjang dalam kurun waktu yang sama.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua
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Apabila PARA PIHAK tidak melakukan perpanjangan sebelum berakhirnya perjanjian
dimaksud, maka perjanjian dimaksud tidak berlaku lagi sesuai jangka waktu berakhirnya
perjanjian tersebut.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (Force Majeure) PARA PIHAK yang
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA
PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai force majure antara lain adanya bencana
alam (Gempa bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan,
revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada perjanjian
ini;

(3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui waijib
memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender setelah terjadinya force majure untuk diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat;

Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat
menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat
melangsungkan Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka
PARA PIHAK pihak sepakat untuk saling memberikan advokasi.

(2) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka
PARA PIHAK pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 14
Ketentuan Peralihan

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini
akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini

PASAL 15
LAIN-LAIN

Poltekkes Kemenkes Riau tidak menerima dan memberi baik berupa uang/hadiah/barang
terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama ini diluar peraturan/ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua





